
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

RENCANA KERJA TAHUN 2023 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

1



Kata Pengantar 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi lnvestasi dan 

Pertambangan dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja ini 

merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Rencana Kerja Tahun 2023 ini kami susun sebagai langkah dalam mewujudkan sasaran 

strategis Deputi Bidang Koordinasi lnvestasi dan Pertambangan seperti yang tercantum 

pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis tersebut yaitu terwujudnya 

iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia, 

meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 

yang berkualitas dan merata, serta meningkatnya manfaat ekonomi sektor 

pertambangan. 

Berpedoman dengan Rencana Kerja 2023 ini, diharapkan kegiatan pada semua unit 

kerja pada Deputi Bidang Koordinasi lnvestasi dan Pertambangan pada tahun 2023 

menjadi lebih terencana dan terarah terbaik. Perencanaan yang baik tentunya akan 

berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi lebih maksimal sehingga 

membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak dan pada akhirnya dapat 

turut serta dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong. 
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KERANGKA ACUAN KERJA 
REKOMENDASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 
Unit Eselon II : Asisten Deputi Pertambangan 
Program : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 
Sasaran Program : Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang 

Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan 
Indikator Kinerja Program : Persentase Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Bidang 

Kemaritiman dan Investasi yang Dihasilkan 
Output Program : Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan 
Indikator Output Program : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan 

Pertambangan yang Dihasilkan dan Ditindaklanjuti 
Kegiatan : Koordinasi Investasi dan Pertambangan 
Sasaran Kegiatan : Terlaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan 

Investasi dan Pertambangan 
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Rancangan Kebijakan Investasi dan Pertambangan 
Klasifikasi Rincian Output : ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 
Indikator KRO : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber 

Daya Alam 
Rincian Output : Rekomendasi Kebijakan Pertambangan 
Indikator Rincian Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertambangan 
Volume Rincian Output : 3 Dokumen 
Satuan Rincian Output : Rekomendasi Kebijakan 
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A. Latar Belakang 
1. Dasar Hukum 

a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba; 
c. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional untuk Pertahanan Negara; 
f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 

Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral; 

g. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 

i. Keputusan Menteri ESDM nomor 261 tahun 019 tentang DMO Batubara 
j. Peraturan PemerintahNomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan 
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.02/2014 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; 

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun 2021;  

m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 
 

2. Gambaran Umum 
Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara 
di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. 
Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu 
pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Indonesia telah menetapkan arah 
Kebijakan Jangka Panjang: Indonesia Maju 2045, Net Zero Emission 2060 (transisi 
energi), Pengembangan Industri Baterai dan Electric Vehicle (EV), Pengembangan 
Industri Pertahanan, Industri Kesehatan. Mineral Kritis adalah mineral yang dapat 
menghasilkan nilai tambah strategis untuk kesejahteraan rakyat yang bersumber dari 
kekayaan di Indonesia, memiliki peran penting dalam rantai pasok kebutuhan industri, 
pengembangan energi terbarukan untuk domestik dan global, serta memiliki fungsi 
apabila tanpanya akan berdampak pada ekonomi, geopolitik, keamanan nasional dan 
ketahanan sumber daya. Maka mineral yang berpotensi dianggap kritis/strategis, 
yaitu: Lithium (Li), Copper (Cu), Timah (Ti), Aluminium (Al), Rare-Earth Elements 
(REE), Nikel (Ni), Cobalt (Co), Batubara, Timbal (Pb), dan Logam Mulia (Perak & 
Emas). 
Asisten Deputi Pertambangan melihat pentingnya untuk menyepakati pengertian, 
kriteria dan jenis mineral kritis di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan tersebut, 
potensi keterdapatan mineral kritis dapat diidentifikasi dan pengelolaannya dapat 
dirumuskan.  Selain itu belum adanya peraturan perundang-undangan yang 
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menjelaskan mengenai definisi mineral kritis dari aspek perekonomian dan 
pengamanan rantai pasok. 
Proses hilirisasi mineral dan batu bara harus dilaksanakan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, dalam hilirisasi mineral dan 
batubara, pemerintah mengedepankan peningkatan nilai tambah dari mineral tersebut. 
Sehingga mineral dan batubara tidak hanya menjadi komoditas sebagai kontribusi 
bagi penerimaan negara namun juga sebagai pasokan dalam menumbuhkembangkan 
industri dalam negeri. 
 
2.1 Permasalahan yang ingin diselesaikan 
Untuk menyepakati pengertian, kriteria dan jenis mineral kritis di Indonesia. Dengan 
adanya kesepakatan tersebut, potensi keterdapatan mineral kritis dapat diidentifikasi 
dan pengelolaannya dapat dirumuskan.  Selain itu belum adanya peraturan 
perundang-undangan yang menjelaskan mengenai definisi mineral kritis dari aspek 
perekonomian dan pengamanan rantai pasok. 
 
Dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan dan memperbaiki neraca 
perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah mengatur harga 
transaksi bijih mineral, salah satunya bijih nikel yang jumlah produksinya terbesar di 
dunia. Harga Patokan Mineral bijih nikel telah diatur dalam Permen ESDM No.11 tahun 
2020. Dengan adanya HPM tersebut, maka harga penjualan/pembelian bijih nikel tidak 
boleh dibawahnya. Komponen formula HPM meliputi HMA, kadar nikel, correction 
factor, moisture, dan payable metal (dalam hal ini kobalt). Selain itu, kegiatan 
pertambangan tanpa izin sudah berlangsung sejak lama dan telah menopang 
perekonomian penduduk sekitar, namun pertambangan ini juga menimbulkan dampak 
negative bagi social dan lingkungan.  Kegiatan penyelundupan juga marak terjadi 
seperti penyelundupan emas, timah, batubara, bahan bakar minyak. Gambaran diatas 
secara ekonomi berdampak atas hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah. 
Maka dalam kegiatna ini juga bergerak pada implementasi arahan percepatan 
penanggulangan pencurian dan penyelundupan sumber daya alam industry ekstraktif. 
 
Perlu melakukan upaya improvisasi yang komprehensif dan sinergis dengan K/L, 
pelaku usaha (baik usuha pertambangan maupun pemurnian), industri pengguna akhir 
agar cadangan nikel Indonesia dapat sustain menopang strategi hilirisasi dan 
peningkatan nilai tambah, serta mengurangi defisit perdagangan dari industri 
pertambangan. Upaya hilirasi mineral batubara didalam negeri membutuhkan 
dukungan kebijakan yang searah. Kegiatan kajian, pengendalian, dan pengawasan 
dalam hal hilirisasi mineral dan batubara sangat penting jika diinginkan untuk 
optimalisasi kegiatan tersebut. 
 
2.2 Dampak yang yang akan dirasakan oleh stakeholder 

• Tersedianya daftar mineral kritis di Indonesia. 
• Mengurangi potensi kehilangan pendapatan negara/daerah dari kegiatan 

illegal mining, illegal drilling, dan penyelundupan komoditas minerba dan 
migas. 
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• Kebijakan pemerintah dan arah industrialisasi sangat mempengaruhi kondisi 
hilirisasi mineral dan batubara, sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan 
optimalisasi hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia. 
 

B. Penerima Manfaat 
Penerima manfaat dari Rekomendasi Kebijakan Pertambangan adalah 
a. K/L dan instansi terkait lainnya dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman: 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian ESDM; Kementerian 
Perdagangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian 
Pertahanan; BRIN; dan Perguruan Tinggi 

b. Pelaku Usaha, Masyarakat dan Stakeholder di bidang Kemaritiman dan Investasi 
c. Unit Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

 
C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a. Komponen 051 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia 
Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada Kebijakan Pengembangan 
Mineral Kritis Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) subkomponen sebagai berikut: 

▪   Perencanaan dan Persiapan  
1) Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu, penyiapan rencana, implementasi, 

dan pemantauan serta evaluasi pengembangan Kebijakan Pengembangan 
Mineral Kritis Indonesia dengan mengumpulkan data dari stakeholders terkait. 
Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota 
maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan  

2) Identifikasi kebijakan/ permasalahan terkait Pengembangan Mineral Kritis 
Indonesia yang telah ada  

3) Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Pengembangan 
Mineral Kritis Indonesia 
Adapun aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan Kebijakan 
Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yaitu:  
• Rapat Internal  
• Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan  

 
▪ Pelaksanaan  

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Pengembangan Mineral 
Kritis Indonesia yaitu:  

• Rapat Koordinasi  
• FGD  
• Pembentukan Tim Koordinasi Penyelasaran, Penyerasian, dan 

Penyemimbangan Substansi  
• Penugasan kepada Jasa Konsultan  

 
▪ Pelaporan  

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan untuk Kebijakan 
Pengembangan Mineral Kritis Indonesia yaitu:  

• Rapat Internal lintas Unit Kerja  
• Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 
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b. Komponen 052 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan 
Mineral dan Batu Bara di Indonesia 
Untuk mencapai keluaran yang direncanakan pada kegiatan Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia dibagi menjadi 3 
komponen kegiatan utama sebagai berikut : 

▪ Persiapan (Agenda Setting) 
• Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu penyiapan rencana, 

implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kebijakan 
Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan 
mengumpulkan data dari stakeholders terkait. Pengumpulan bahan berupa 
kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, 
peninjauan lapangan dalam bentuk penugasan.  

• Identifikasi kebijakan Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara 
yang telah ada 

• Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Adapun 
aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan Kebijakan Penatakelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu: 

• Rapat Internal 
• Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan 
• Kunjungan Lapangan 

 
▪ Pelaksanaan (Koordinasi dan Formulasi Kebijakan) 

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Penatakelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu: 

• Rapat Koordinasi 
• Kunjungan Lapangan 
• Fasilitasi Percepatan Penyusunan Dokumen,  
• FGD 
• Koordinasi Penyelasaran, Penyerasian, dan Penyeimbangan Substansi 
• Sekretariat Tim perceaptan penanggulangan pencurian dan penyelendupan 

sumber daya alam industry ekstraktif 
 

▪ Pelaporan (Perumusan dan Evaluasi) 
Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan Penatakelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu: 

• Rapat Internal lintas Unit Kerja 
• Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

 
c. Komponen 053 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan 

Batu Bara di Indonesia 
▪ Perencanaan dan Persiapan 

• Pengumpulan Bahan: tahapan identifikasi isu penyiapan rencana, 
implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kebijakan 
Peningkatan Cadangan Mineral dan Batu Bara dengan mengumpulkan data 
dari stakeholders terkait. Pengumpulan bahan berupa kegiatan rapat internal, 
rapat koordinasi dalam kota maupun luar kota, peninjauan lapangan dalam 
bentuk penugasan.  
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• Identifikasi kebijakan Peningkatan Cadangan Mineral dan Batu Bara yang 
telah ada 

• Identifikasi K/L yang akan dilibatkan pada perumusan Kebijakan Adapun 
aktivitas tahapan penyiapan kegiatan persiapan Kebijakan Peningkatan 
Cadangan Mineral dan Batu Bara yaitu: 

• Rapat Internal 
• Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan 
• Kunjungan Lapangan 

 
▪ Pelaksanaan 

1) Rapat Internal 
Melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan 
Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di masing-
masing keasdepan. Selain keasdepan, rapat internal juga direncanakan 
melibatkan unit kerja lintas eselon 1 pada Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi lainnya pada isu terkait. 

2) Rapat Koordinasi/FGD/WORKSHOP/BIMTEK 
Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk 
mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, 
memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak 
lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Rapat Koordinasi dilakukan dengan 
agenda satu rapat koordinasi menyelesaikan satu permasalahan utama. 

3) Kunjungan Lapangan  
Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas 
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pertambangan. 

4) Interaksi dan Komunikasi 
Dengan komunitas nasional maupun internasional untuk mendapatkan cara 
terbaik dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian 
kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan di sektor Pertambangan. 

5) Melakukan Penugasan 
Kepada institusi yang berkompeten untuk menyediakan, mengkaji dan 
menganalisis, serta menarik kesimpulan dan merekomendasikan masukan dari 
data dan informasi baik teknis, administratif ataupun regulasi/kebijakan, sebagai 
bahan dasar perumusan dan rekomendasi kebijakan [policy reccomendation] 
terkait dengan pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian 
kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang pertambangan. 

 
▪ Pelaporan 

Adapun aktivitas penyusunan laporan/naskah kebijakan untuk Optimalisasi Kinerja 
Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia yaitu: 
• Rapat Internal lintas Unit Kerja 
• Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

 
D. Metode Pelaksanaan 

a. Komponen 051 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia 
1) Rapat Internal 

• Rapat Internal Lintas Keasdepan  
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Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi di 
masing-masing keasdepan.  
Tempat : DKI Jakarta 
Waktu : Januari 2023 
Peserta : Internal Deputi 6 
Jumlah Peserta : 30 orang 

 
• Rapat Internal Lintas Kedeputian 

Rapat internal Kebijakan Dukungan Transisi Energi dan Mineral Kritis pada 
lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. untuk 
perencanaan awal dan persiapan kegiatan Kebijakan Dukungan Transisi Energi 
dan Mineral Kritis. 
Tempat : DKI Jakarta 
Waktu : Februari 2023 
Peserta : Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi 
Jumlah Peserta : 30 orang 

 
2) Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi 

Rapat Koordinasi dilakukan untuk melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD 
dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang 
dihadapi, memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana 
tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.  
• Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah Pendefinisian Mineral Kritis 

Tempat : Jawa Barat 
Waktu : April 2023 
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait 
Jumlah Peserta : 30 orang 
 

• FGD Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam Pengembangan Mineral Kritis 
dari Pengamanan Rantai Pasok 
Tempat : Jawa Barat 
Waktu : September 2023 
Peserta : Kementerian/Lembaga dan Stakeholders terkait 
Jumlah Peserta : 20 orang 
   

3) Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga/Instansi 
Kunjungan Lapangan bertujuan untuk meninjau lokasi keterdapatan mineral kritis di 
Indonesia serta mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pelaksanaan tugas 
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan. 
• Kunjungan Lapangan dalam Rangka  Pengumpulan Data Mineral Kritis 

Tempat  : Bangka Belitung 
Waktu  : Maret - April 2022 
Peserta  : Internal Kemenko Marves 
Jumlah Peserta : @5 Orang 
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Alasan  : Di Bangka Belitung terdapat banyak bijih Timah dan sisa hasil 
pengolahan dan pemurnian bijih Timah diperkirakan mengandung mineral kritis. 
 

• Kunjungan Lapangan dalam Rangka  Pengumpulan Data Mineral Kritis 
Tempat  : Sulawesi Selatan 
Waktu  : September-Oktober 2022 
Peserta  : Internal Kemenko Marves 
Jumlah Peserta : @5 Orang 
Alasan  : Di Sulawesi Selatan terdapat banyak bijih Nikel dan sisa hasil 
pengolahan dan pemurnian bijih Nikel diperkirakan mengandung mineral kritis. 

 
b. Komponen 052 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan 

Mineral dan Batu Bara di Indonesia  
Pelaksanaan kegiatan terdiri dari :  
1) Rapat Internal 
▪ Rapat internal yang melibatkan keasdepan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi 

Investasi dan Pertambangan. Sinkronisasi isu dan pembagian tugas dan fungsi 
di masing-masing keasdepan. 
Tempat  : DKI Jakarta 
Waktu  : Januari 2022 
Peserta  : Internal Deputi 6 
Jumlah Peserta : @30 Orang 
 

▪ Rapat eskternal juga direncanakan melibatkan unit kerja lintas Kementerian dan 
Lembaga pada isu terkait. 
Tempat  : DKI Jakarta 
Waktu  : Februari 2022 
Peserta  : Lintas Kementerian dan Lembaga 
Jumlah Peserta : @30 Orang 

 
2) Rapat Koordinasi/FGD 

Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk 
mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, 
memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut 
dari permasalahan yang dihadapi. 
▪ Rapat Koordinasi Peta Jalan (Road Map) perumusan Percepatan 

Penanggulangan Pencurian dan Penyelundupan SDA Industri Ekstarktif 
Tempat  : Bogor, Jawa Barat 
Waktu  : Maret 2023 
Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait 
Jumlah Peserta : @20 Orang 
 

▪ FGD Hilirisasi Batu Bara 
Tempat  : Jawa Barat 
Waktu  : Juli 2023 
Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah 
Jumlah Peserta : @30 Orang 
Narasumber : KESDM, Kemenko Ekon, Kemenperin, Kemendag, BPS 
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▪ Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Paket Kebijakan Hilirisasi 

Tembaga & Besi Baja 
Tempat  : D.I. Yogyakarta 
Waktu  : September 2023 
Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait 
Jumlah Peserta : @15 Orang 
Narasumber : KESDM, Kemenko Ekon, Kemenperin, Kemendag, BPS, BI 

 
3) Kunjungan Lapangan  

Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di 
Bidang Energi dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan Penatakelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
▪ Kunjungan Lapangan dalam Rangka  Pengumpulan Data dan kondisi 

dilapangan terkait penerapan HPM pada Smelter 
Tempat  : Maluku Utara 
Waktu  : Maret - April 2022 
Peserta  : Internal Kemenko Marves 
Jumlah Peserta : @5 Orang 
Alasan  : Banyak smelter di Maluku Utara 

 
4) Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Perjalanan dinas luar negeri ke Amerika Serikat bertujuan untuk mengikuti expert 
course penetapan dan pemanfaatan mineral kritis, mineral strategis, dan mineral 
kritis & strategis serta mengetahui secara langsung kebijakan dari hulu ke hilir, 
penggunaan teknologi, dan pemanfaatan mineral kritis, mineral strategis, dan mineral 
kritis & strategis termasuk market-nya. 
▪ Kegiatan menghadiri expert course penetapan dan pemanfaatan mineral kritis, 

mineral strategis, dan mineral kritis & strategis ke Amerika Serikat 
Tempat  : Amerika Serikat 
Waktu  : Juli 2023 
Peserta  : Asisten Deputi Pertambangan 
Jumlah Peserta : 1 orang 

 
 

c. Komponen 053 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu 
Bara di Indonesia 
Pelaksanaan kegiatan terdiri dari :  

1) Rapat Koordinasi/FGD 
Dengan melibatkan institusi lain, Rapat Koordinasi/FGD dilakukan untuk 
mendapatkan pandangan dari institusi lain terkait masalah yang dihadapi, 
memutuskan, menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan rencana tindak lanjut 
dari permasalahan yang dihadapi. 
▪ Rapat Koordinasi dengan K/L terkait kick off meeting Penyusunan Road Map 

Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia. 
Tempat  : Jawa Barat 
Waktu  : Februari 2023 
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Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait 
Jumlah Peserta : @25 Orang 

 
▪ Rapat Koordinasi dengan K/L terkait Teknologi Hilirisasi Cadangan Mineral 

(Emas, Nikel, Baja, Besi, Mangan, dll) 
Tempat  : Jawa Barat 
Waktu  : Juni 2023 
Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait 
Jumlah Peserta : @25 Orang 
 

▪ Rapat Koordinasi dengan K/L terkait pengendalian hilirisasi mineral dan 
batubara di Indonesia. 
Tempat  : D.I. Yogyakarta 
Waktu  : Oktober 2023 
Peserta  : Kementerian/Lembaga terkait 
Jumlah Peserta : @15 Orang 
 

2) Kunjungan Lapangan  
Kunjungan Lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan 
Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia. 
▪ Kunjungan Kerja (Pengendalian dan pengawasan) Smelter Nikel di Sulawesi 

Tenggara 
Tempat  : Morowali, Sulawesi Tengah 
Waktu  : April 2023 
Peserta  : dengan K/L terkait 
Jumlah Peserta : @10 Orang 
Alasan  : Smelter nikel mayoritas berada di Sulawesi Tengah 
 

 
3) Jasa Konsultan 

Kajian Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Mineral dan Batubara 
▪ Jumlah   : 2 

Waktu kontrak : 5 bulan 
Alasan  : Memberikan dukungan keahlian dalam analisa dan formulasi 
pelaksanaan kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Optimalisasi 
Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia.
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E. Tahapan dan Waktu Pelakasanaan 

Kode KRO/RO/ KOMPONEN 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KRO Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 

RO Rekomendasi Kebijakan Pertambangan 

051 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia 

A Perencanaan dan Persiapan  

i 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan  

                        

ii 
Rapat Internal antar Unit Eselon I di 
Kemenko Marves  

                        

B Pelaksanaan                         

i 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan 
K/L, dan Stakeholders terkait  

                        

ii 
Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok 
Kerja  

                        

iii Penugasan kepada Jasa Konsultan                          
C Pelaporan                         

i 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan/ antar Unit 
Eselon I di Kemenko Marves  

                        

ii Rapat Koordinasi dengan K/L terkait                          
052 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

A Perencanaan dan Persiapan      

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan 

            

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan 
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Kode KRO/RO/ KOMPONEN 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Rapat Internal antar Unit Eselon II di 
Kemenko Marves 

            

 
Rapat Internal antar Unit Eselon 1 di 
Kemenko Marves 

            

 
Rapat Koordinasi Identifikasi 
Permasalahan dengan K/L terkait 

            

B Pelaksanaan 

a. 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan 
K/L, Pemerintah Daerah, dan 
Stakeholders terkait  

            

b. 
Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok 
Kerja Kegiatan Penatakelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara 

            

c. 
Kunjungan Lapangan dalam Rangka 
Pengumpulan data dan Pengecekan 
Kondisi Lapangan 

            

d. Penugasan kepada Jasa Konsultan             

e. Kunjungan Luar Negeri             

C Pelaporan 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan/ antar Unit 
Eselon I di Kemenko Marves 

            

 Rapat Koordinasi dengan K/L terkait             

053 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

A. Perencanaan dan Persiapan             
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Kode KRO/RO/ KOMPONEN 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan 

            

 
Rapat Internal antar Unit Eselon I di 
Kemenko Marves 

            

 
Rapat Koordinasi Identifikasi 
Permasalahan dengan K/L terkait 

            

B. Pelaksanaan             

a. 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan 
K/L, Pemerintah Daerah, dan 
Stakeholders terkait  

            

b. 
Kunjungan Lapangan dalam Rangka 
Peningkatan Cadangan Mineral dan 
Batubara 

            

c. 
Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok 
Kerja 

            

C. Pelaporan 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan/ antar Unit 
Eselon I di Kemenko Marves 

            

 Rapat Koordinasi dengan K/L terkait             
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F. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 

 

No. KRO/RO/KOMPONEN 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III 

TRIWULAN 
IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RO Rekomendasi Kebijakan Pertambangan 

052 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia 

a. 
Data dan Informasi Kebijakan Optimalisasi 
Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di 
Indonesia 

            

b. 
Bahan Kebijakan Optimalisasi Kinerja 
Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia 

            

c. 
Kertas Kebijakan Optimalisasi Kinerja 
Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia 

            

d. 
Rancangan Kebijakan Kebijakan 
Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan 
Batubara di Indonesia 

            

053 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

a. 
Data dan Informasi Kebijakan Kebijakan 
Peningkatan Kualitas Penatakelolaan 
Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

            

b. 
Bahan Kebijakan Peningkatan Kualitas 
Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di 
Indonesia 

            

c. 
Kertas Kebijakan Peningkatan Kualitas 
Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di 
Indonesia 
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No. KRO/RO/KOMPONEN 
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III 

TRIWULAN 
IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

d. 
Rancangan Kebijakan Peningkatan Kualitas 
Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di 
Indonesia 

            

054 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

a. 
Data dan Informasi Kebijakan Optimalisasi 
Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batubara di 
Indonesia 

            

b. 
Bahan Kebijakan Optimalisasi Kinerja 
Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia 

            

c. 
Kertas Kebijakan Optimalisasi Kinerja 
Hilirisasi Mineral dan Batubara di Indonesia 

            

d. 
Rancangan Kebijakan Kebijakan 
Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan 
Batubara di Indonesia 

            

 
 
G. Biaya yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Rekomendasi Kebijakan Pertambangan adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua Miliar 
Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  

Kode KRO/RO/ KOMPONEN Anggaran (Rp) 

051 Kebijakan Pengembangan Mineral kritis Indonesia 420.000.000 

A Perencanaan dan Persiapan 105.916.000 
 Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 50.000.000 
 Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves 55.916.000 
B Pelaksanaan 210.235.000 
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Kode KRO/RO/ KOMPONEN Anggaran (Rp) 

 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, dan Stakeholders 
terkait  

150.235.000 

 Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja  60.000.000 
C Pelaporan 103.849.000 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan 
Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves  

30.549.000 

 Rapat Koordinasi dengan K/L terkait  73.300.000 
   

052 
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan 
Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

834.000.000 

A Perencanaan dan Persiapan 181.482.000 
 Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 40.082.000 
 Rapat Internal antar Unit Eselon II di Kemenko Marves 55.400.000 
 Rapat Internal antar Unit Eselon 1 di Kemenko Marves 86.000.000 
B Pelaksanaan 529.700.000 

 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, 
dan Stakeholders terkait  

27.000.000 

 
Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja Kegiatan 
Penatakelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

20.000.000 

 
Kunjungan Lapangan dalam Rangka Pengumpulan data dan 
Pengecekan Kondisi Lapangan 

165.000.000 

 Kunjungan Luar Negeri 267.700.000 

 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, 
dan Stakeholders terkait  

50.000.000 

C Pelaporan 122.818.000 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan 
Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves 

22.818.000 
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Kode KRO/RO/ KOMPONEN Anggaran (Rp) 

 Rapat Koordinasi dengan K/L terkait 100.000.000 
   

053 
Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral 
dan Batu Bara di Indonesia 

846.000.000 

A Perencanaan dan Persiapan 202.126.000 
 Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 52.126.000 
 Rapat Internal antar Unit Eselon I di Kemenko Marves 105.000.000 
 Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dengan K/L terkait 45.000.000 
B Pelaksanaan 479.998.000 

 
Rapat Koordinasi/ FGD/Workshop dengan K/L, Pemerintah Daerah, 
dan Stakeholders terkait  

50.000.000 

 
Kunjungan Lapangan dalam Rangka Peningkatan Cadangan Mineral 
dan Batubara 

279.998.000 

 Pembentukan Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja 50.000.000 
 Belanja Jasa Konsultan 100.000.000 

C Pelaporan 163.876.000 

 
Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan 
Pertambangan/ antar Unit Eselon I di Kemenko Marves 

23.876.000 

 Rapat Koordinasi dengan K/L terkait 140.000.000 
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) 
Rekomendasi Kebijakan Pertambangan 

TA 2023 
Program    : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 
Kegiatan    : Koordinasi Investasi dan Pertambangan 
Klasifikasi Rincian Output  : ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 
Volume    : 1 
Satuan     : Rekomendasi Kebijakan 
Alokasi Anggaran (Rp)  : 2.100.000.000 
 

Kode Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen Volume Satuan 
Harga 
Satuan Jumlah 

KRO Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam         

RO Rekomendasi Kebijakan Pertambangan       2,100,000,000 

RO Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis Indonesia       420,000,000 

A Persiapan dan Perencanaan       105,916,000 

521211 Belanja Bahan         

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 500 ORG 22,000 11,000,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 500 ORG 53,000 26,500,000 

  Seminar Kit 30 ORG 300,000 9,000,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 2 PKT 250,000 500,000 

  Penggandaan 2 PKT 400,000 800,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 6 OJ 1,000,000 6,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 9 OJ 900,000 8,100,000 

524114 Belanja Paket Meeting Dalam Kota         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon I/II  4 ORG 667,000 2,668,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah 56 ORG 433,000 24,248,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor 60 ORG 130,000 7,800,000 

  Satuan biaya transportasi  60 ORG 150,000 9,000,000 
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  Uang Representasi II 4 ORG 75,000 300,000 

B Pelaksanaan       210,235,000 

521211 Belanja Bahan         

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 500 ORG 22,000 11,000,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 500 ORG 53,000 26,500,000 

  Seminar Kit 30 PKT 300,000 9,000,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 1 PKT 250,000 250,000 

  Penggandaan 1 PKT 850,000 850,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 6 OJ 1,000,000 6,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 18 OJ 900,000 16,200,000 

  Honorarium Moderator 2 OJ 700,000 1,400,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,110,000 2,220,000 

  
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke 
bawah 58 ORG 822,000 47,676,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 60 ORG 150,000 9,000,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 30 ORG 430,000 12,900,000 

  Satuan Biaya Transportasi 60 ORG 300,000 18,000,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

522141 Belanja Sewa         

  Sewa Kendaraan/Transportasi Bangka Belitung 4 UNIT 1,258,000 5,032,000 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa         

  Bangka Belitung         

  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 5 ORG 2,139,000 10,695,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I 2 ORG 3,827,000 7,654,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II 2 ORG 2,838,000 5,676,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV 4 ORG 1,957,000 7,828,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 2 ORG 622,000 1,244,000 
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  Uang Taksi D K I Jakarta 10 ORG 256,000 2,560,000 

  Uang Taksi Daerah 10 ORG 90,000 900,000 

  Uang Harian 15 ORG 410,000 6,150,000 

  Uang Representasi I 3 ORG 200,000 600,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

C Pelaporan       103,849,000 

521211 Belanja Bahan         

  ATK 1 PKT 1,000,000 1,000,000 

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 180 ORG 22,000 3,960,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 180 ORG 53,000 9,540,000 

  Seminar Kit 13 PKT 300,000 3,900,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 1 PKT 250,000 250,000 

  Penggandaan 2 PKT 653,000 1,306,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 1 ORG 1,110,000   

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 19 ORG 822,000 15,618,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 20 ORG 150,000 3,000,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 20 ORG 430,000 8,600,000 

  Satuan Biaya Transportasi 40 ORG 300,000 12,000,000 

  Uang Representasi II 2 ORG 150,000 300,000 

522141 Belanja Sewa         

  Sewa Kendaraan/Transportasi Sulawesi Selatan 2 UNIT 796,000 1,592,000 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa         

  Sulawesi Selatan         

  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 5 ORG 3,829,000 19,145,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II 2 ORG 1,938,000 3,876,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV 4 ORG 1,138,000 4,552,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 4 ORG 745,000 2,980,000 

  Uang Taksi D K I Jakarta 10 ORG 256,000 2,560,000 
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  Uang Taksi Daerah 10 ORG 166,000 1,660,000 

  Uang Harian 15 ORG 430,000 6,450,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

            

RO Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatakelolaan Mineral dan Batu Bara di Indonesia       834,000,000 

A Persiapan dan Perencanaan       181,482,000 

521211 Belanja Bahan       181,482,000 

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 400 ORG 22,000 8,800,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 400 ORG 53,000 21,200,000 

  Seminar Kit 80 PKT 300,000 24,000,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 2 PKT 250,000 500,000 

  Penggandaan 1 PKT 100,000 100,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 2 OJ 1,000,000 2,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 6 OJ 900,000 5,400,000 

  Honorarium Moderator 1 OJ 700,000 700,000 

524114 Belanja Paket Meeting Dalam Kota         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon I/II  4 ORG 667,000 2,668,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah 76 ORG 433,000 32,908,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Kantor 80 ORG 130,000 10,400,000 

  Satuan biaya transportasi  80 ORG 150,000 12,000,000 

  Uang Representasi II 4 ORG 75,000 300,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,110,000 2,220,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 38 ORG 822,000 31,236,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 40 ORG 150,000 6,000,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 20 ORG 430,000 8,600,000 

  Satuan Biaya Transportasi 40 ORG 300,000 12,000,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 
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B Pelaksanaan       529,700,000 

521211 Belanja Bahan         

  ATK 2 PKT 1,000,000 2,000,000 

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 400 ORG 22,000 8,800,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 400 ORG 53,000 21,200,000 

  Seminar Kit 50 PKT 300,000 15,000,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 4 PKT 250,000 1,000,000 

  Penggandaan 2 PKT 491,000 982,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) 0 OJ 1,400,000 0 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 3 OJ 1,000,000 3,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 8 OJ 900,000 7,200,000 

  Honorarium Moderator 2 OJ 700,000 1,400,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 4 ORG 1,110,000 4,440,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 56 ORG 822,000 46,032,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 60 ORG 150,000 9,000,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 30 ORG 430,000 12,900,000 

  Satuan Biaya Transportasi 60 ORG 300,000 18,000,000 

  Uang Representasi II 6 ORG 150,000 900,000 

524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri         

  Amerika Serikat         

  Visa 2 ORG 2,320,000 4,640,000 

  Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara 2 ORG 56,625,500 113,251,000 

  Uang Harian Perjalanan Dinas Golongan A/B/C/D 20 ORG 8,304,250 166,085,000 

522141 Belanja Sewa         

  Sewa Kendaraan/Transportasi Maluku Utara 8 UNIT 1,061,000 8,488,000 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa         

  Maluku Utara         
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  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 5 ORG 6,664,000 33,320,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I 4 ORG 3,440,000 13,760,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II 4 ORG 3,175,000 12,700,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV 4 ORG 1,073,000 4,292,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 8 ORG 600,000 4,800,000 

  Uang Taksi D K I Jakarta 10 ORG 256,000 2,560,000 

  Uang Taksi Daerah 10 ORG 215,000 2,150,000 

  Uang Harian 25 ORG 430,000 10,750,000 

  Uang Representasi I 3 ORG 200,000 600,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

C Pelaporan       122,818,000 

521211 Belanja Bahan         

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 350 ORG 22,000 7,700,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 350 ORG 53,000 18,550,000 

  Seminar Kit 25 PKT 300,000 7,500,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 1 PKT 250,000 250,000 

  Penggandaan 1 PKT 500,000 500,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  D.I.Yogyakarta         

  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 15 ORG 2,268,000 34,020,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,204,000 2,408,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 28 ORG 750,000 21,000,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 30 ORG 140,000 4,200,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 15 ORG 420,000 6,300,000 

  Uang Taksi D K I Jakarta 30 ORG 256,000 7,680,000 

  Uang Taksi Daerah 30 ORG 222,000 6,660,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah 10 ORG 310,000 3,100,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor 10 ORG 100,000 1,000,000 

  Uang Transportasi Lokal 10 ORG 150,000 1,500,000 
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RO Kebijakan Optimalisasi Kinerja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara di Indonesia        846,000,000 

A Persiapan dan Perencanaan       202,126,000 

521211 Belanja Bahan         

  ATK 1 PKT 1,000,000 1,000,000 

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 22,000 16,500,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 53,000 39,750,000 

  Seminar Kit 25 PKT 300,000 7,500,000 

  Penggandaan 5 PKT 1,000,000 5,000,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 30 OJ 1,000,000 30,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 30 OJ 900,000 27,000,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,110,000 2,220,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 48 ORG 822,000 39,456,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 50 ORG 150,000 7,500,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 25 ORG 430,000 10,750,000 

  Satuan Biaya Transportasi 50 ORG 300,000 15,000,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

B Pelaksanaan       479,998,000 

521211 Belanja Bahan         

  ATK 1 PKT 1,000,000 1,000,000 

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 22,000 16,500,000 

  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 53,000 39,750,000 

  Seminar Kit 25 PKT 300,000 7,500,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 4 PKT 250,000 1,000,000 

  Penggandaan 10 PKT 1,000,000 10,000,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) 30 OJ 1,400,000 42,000,000 
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  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 30 OJ 1,000,000 30,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 30 OJ 900,000 27,000,000 

  Honorarium Moderator 2 OJ 700,000 1,400,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  Jawa Barat         

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,110,000 2,220,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 48 ORG 822,000 39,456,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 50 ORG 150,000 7,500,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 25 ORG 430,000 10,750,000 

  Satuan Biaya Transportasi 50 ORG 300,000 15,000,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

522141 Belanja Sewa         

  Sewa Kendaraan/Transportasi Sulawesi Tengah 12 UNIT 824,000 9,888,000 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa         

  Sulawesi Tengah         

  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 10 ORG 5,113,000 51,130,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon I 3 ORG 2,309,000 6,927,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon II 9 ORG 2,027,000 18,243,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV 6 ORG 1,567,000 9,402,000 

  Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 12 ORG 951,000 11,412,000 

  Uang Taksi D K I Jakarta 20 ORG 256,000 5,120,000 

  Uang Taksi Daerah 20 ORG 165,000 3,300,000 

  Uang Harian 30 ORG 370,000 11,100,000 

  Uang Representasi I 3 ORG 200,000 600,000 

  Uang Representasi II 9 ORG 150,000 1,350,000 

522131 Belanja Jasa Konsultan         

  Kajian Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi Mineral dan Batubara 2 PKT 50,000,000 100,000,000 

C Pelaporan       163,876,000 

521211 Belanja Bahan         

  Snack Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 22,000 16,500,000 
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  Makan Rapat Biasa D.K.I JAKARTA 750 ORG 53,000 39,750,000 

  Seminar Kit 25 PKT 300,000 7,500,000 

  Desain dan Cetak Spanduk 1 PKT 250,000 250,000 

  Penggandaan 2 PKT 1,029,000 2,058,000 

522151 Belanja Jasa Profesi         

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 5 OJ 1,000,000 5,000,000 

  Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 5 OJ 900,000 4,500,000 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota         

  D.I.Yogyakarta         

  Satuan Biaya Tiket Pesawat/Transportasi 15 ORG 2,268,000 34,020,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon I/II 2 ORG 1,204,000 2,408,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor Eselon III ke bawah 28 ORG 750,000 21,000,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday/Fullboard di Luar Kantor 30 ORG 140,000 4,200,000 

  Uang Harian Dinas Biasa 15 ORG 420,000 6,300,000 

  Uang Taksi D K I Jakarta 30 ORG 256,000 7,680,000 

  Uang Taksi Daerah 30 ORG 222,000 6,660,000 

  Uang Representasi II 3 ORG 150,000 450,000 

  Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Eselon III ke bawah 10 ORG 310,000 3,100,000 

  Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor 10 ORG 100,000 1,000,000 
  Uang Transportasi Lokal 10 ORG 150,000 1,500,000 

 
                                                                                                                                                                                   Jakarta, 22 Agustus 2022 

Penanggung Jawab Kegiatan 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Tubagus Nugraha             
                                                                                                                                                                                                        NIP 197208181999031009 
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